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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tatat Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236)  sebagaimana telah beberapa 
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Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

LAMANDAU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU 

TAHUN 2026. 

KESATU :   Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau. 

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA :   Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU bertugas:  

1. Melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum 

dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Lamandau untuk kelancaran arus informasi antara 

satuan kerja; 

kali diubah terakhir dengan  Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023   tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 

Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi 

Pemilihan Umum; 
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